BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kepolisian
1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di
setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari
tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal
sekali sesuai dengan citacitanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara
yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.* Keragaman istilah lain
dapat dilihat di Inggris dengan police, Jerman polizei, dan Belanda dengan
politie.?

Kemudian dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan
pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (polizeistaat).
Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai
penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian
atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.?

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda,
maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah
polisi Negara Belanda yaitu politie. Makna politie menurut Van Vollenhoven
adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan

paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-

1 Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, Ul
Press, Jakarta, 1995, him. 19.

2 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, jakarta, 2001, him 67

3 Azhari, Hukum Kepolisian, jakarta 2003, him 103
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larangan perintah”.* Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan
secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi
adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat,
hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak
ada masyarakat tanpa polisi (ubi society ubi politie).’

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal
yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah
yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang
melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan
pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).®
Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi- memiliki dua arti. Pertama,
polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi
kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban
terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan
keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.’ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU
Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian

tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga

4 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, jakarta, 2001 him 67.

5 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2011, him. 64.

& Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2008, him. 1091.

" Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis
Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, him. 22.
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kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan
sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya
berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam
Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban -masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang dan Fungsi POLRI
a. Visi POLRI:

POLRI ~mampu. menjadi pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat. POLRI
sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu
menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia. POLRI
sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan
dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan
masyarakat yang sejahtera.®

b. Misi POLRI:

Berdasarkan uraian visi di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran
misi POLRI adalah sebagai berikut:

1) Memberikan perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace)

sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis;

8http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-miis-polri.html,  tanggal diunduh 9
Oktober 2019.

13



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif
dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta
kepatuhan hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship)

Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju
kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap
memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai
integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional dalam
mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri
sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai
kesejahteraan masyarakat;

Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal POLRI) sebagai
upaya menyamakan visi dan-misi POLRI ke depan;

Memelihara soliditas institusi POLRI dari berbagai pengaruh eksternal
yang sangat merugikan organisasi;

Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik
guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta
Meningkatkan kesadaran - hukum -dan Kesadaran berbangsa dari

masyarakat yang

10) Bhinneka Tunggal Ika.®

° 1bid.
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3. Tugas POLRI

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah
memelihara keamanan dan Kketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU
Kepolisian bertugas untuk:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f.  Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan indentifiksi  kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas

kepolisian;
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Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan
dalam lingkungan tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang POLRI

Wewenang umum POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian:

a.

b.

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menggangu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan —peraturan kepolisian dalam - lingkup kewenangan
administratif POLRI;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; o

Mencari keterangan dan barang bukti;

16



I. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,

J.  Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

I.  pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain wewenang umum di atas, sesuai dengan perundangan lain yang
mengaturnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian, POLRI berwenang
untuk:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin- mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan;

f.  Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,
dan senjata tajam;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis POLRI;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional;
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Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional; serta

Melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.

Pada bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan

penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), POLRI berdasarkan Pasal 16 UU Kepolisian

berwenang untuk:

a.

b.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
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Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka
melakukan tindak pidana;
Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil
untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu
tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai
berikut:

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;
3)  Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

5) Menghormati hak asasi manusia.

Fungsi POLRI

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial

masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal

dengan istilah la police administration.?® Fungsi preventif yang dilaksanakan

dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat

dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

10 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Kompas, Jakarta, him. 28.
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Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa
POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

Selain itu, POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri. Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang
dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada
masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.*!

Fungsi dan tujuan POLRI di atas meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia, sehinga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum
menurut kepentingan pelaksanaan tugas POLRI (Pasal 6 UU Kepolisan).
Pembagian daerah hukum POLRI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23
tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

sebagai berikut:

11 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance, Laksbang Mediatama,
Surabaya, 2008, him. 61.
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Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar POLRI
(Mabes POLRI). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung
jawab kepada Presiden.

. Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah
(POLDA) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.

. Daerah hukum tingkat kabupaten atau kota yang disebut dengan
Kepolisian Resort (POLRES) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang
bertanggungjawab kepada Kapolda.

Daerah hukum  tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor
(POLSEK) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab
kepada Kapolres.

Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang
dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut

situasi dan kondisi daerahnya.

B. Tinjauan Tentang Penanggulangan

Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan -hukum selalu akan melibatkan manusia di

dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk

mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam
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(peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah
untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada
seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi
persyaratan tertentu dan sebagainya®?. Jadi penegakan hukum dapat dilakukan
oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada
tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia
tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat
di luar seseorang itu. ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat
mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang
itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit
diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan
sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi
manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari
lingkungannya®3,

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri
dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori
pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya
yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep-ini dianut oleh aliran teori

pemidanaan relatif atau teori tujuan.

12 gatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru,
Bandung, 2001, him. 11
13 1bid., him. 12
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Dapat dilihat dalam perbuatan pidana massal, bahwa perbuatan pidana
yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara
ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita
pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh
yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya
tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi
juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi)
pidana merupakan cara yang tertua, linier dengan umur peradaban manusia. itu
sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan”
sebagai salah satu sarana politik kriminal.}* Sebagaimana realita yang terjadi
bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum
pidana dalam upaya penanggulangannya.

Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan
selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri
karena memang hukum pidana mempunyai Kketerbatasan kemampuan untuk
menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh *°:

a. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan
evaluasi terhadap efektivitas dan “general deterrence” itu tidak diketahui.
Kita tidak dapat mengetahui-hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan
akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi

tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang

14 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 14
15 Ibid., him. 69-71
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dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang
tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah
perbuatanperbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada
pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya)
pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar
karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya
pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit
mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali
melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa
efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum
merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama,
dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok
inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang
lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.
Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap
masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam
arti “general prevention”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang
berbeda misalnya pencegahan (deterrence), pencegahan umum (general
prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral
values), memperkuat kesadaran kolektif (Strengthening the colective
solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat

(reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi/meredakan
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ketakutan (alleviation of fears), melepaskan ketegangan agresif (release of
aggressive tensions) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan
upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-
cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak
bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang
dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa
jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi
Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota
hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang
integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan
penanggulangan yang lain.

Dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk
melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana
seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan
hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain,
hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga
sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya
kejahatan.

Menurut Sudarto karena-terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang
sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum
pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya dan

menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala
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dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan
hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari
hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium)
untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk
mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana
bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan
simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa ‘“‘sanksi pidana” ini
masih mengandung = banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan
keefektivannya®.

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral
baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels
upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan®’:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan

c. Mempengaruhi pandangan — masyarakat = mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat Media massa (influencing, Views of society on crime
and punishment/mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: lewat jalur
“penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana)
dimana point b dan c dikelompokkan pada upaya non penal®®. Upaya

penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan pidana sifat “refressive”

16 Ibid., hIm. 72
17 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 15.
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(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.'® Dengan
menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan
apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya
digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”. Masalah sentral ini tidak dapat
dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan
sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum
pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan
hukum pada umumnya.*®

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang
(hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha
perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana
yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (social policy).?°

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi
erat dengan aspek kriminalisasi yang pada asasnya kriminalitas merupakan proses
penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang
melanggar.?! Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus
diperhatikan hal-hal sebagai berikut 22
a. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu

mewujudkan masyarakat yang-adil dan makmur yang merata materiil spirituil

18 1bid., him. 12

9 1bid., him. 24

20 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta,
2004, him 30.

2 Ibid., him. 25

22 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 15-16
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berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk
menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan
penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan
yang mendatangkan kKerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.

c. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip_biaya dan hasil
(Cost and benefit principle).

d. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan
penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat,
selektif dan  limitatif, dengan kata lain ~ sarana penal tidak harus
dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal,
Nigel Walker pernah mengingatkan adanya ‘‘prinsip-prinsip pembatas” (the
limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain? :

a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan

b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak
merugikan/membahayakan.

c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat
dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.

d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari

pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.

23 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 15
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e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya
daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.

f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat
dukungan kuat dari publik.

Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah
masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi
pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat
pembinaan/perawatan.

Pelaku kejahatan (the treatment of effenders) yang melahirkan pendekatan
humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi
pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reeduksi,
resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya)?*.

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan
pada sifat-sifat “preventive”  (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum
kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan
“penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat
sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan
“non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor kondusif - tersebut antara lain berpusat pada
masalahmasalah/kondisi-kondisi- sosial secara langsung/tidak langsung dapat
menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut
politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki

posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal®.

24 Ibid., him. 29
% Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 14-17
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Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat
perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene),
baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan
keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja).?® Jadi beberapa
masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif
penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi
sematamata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena
itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan
kriminal yang integral dibutuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur

penal maupun non penal.

C. Tinjauan Tentang Terorisme
1. Pengertian Terorisme

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini
menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan
teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan
universal. Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah
tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan
istilah “genosida“. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang
panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari-akar Kata teror itu sendiri yaitu
adanya frase “cimbricus teror. Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk

menakut-nakuti“ yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan

26 1bid., him. 28
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beraksi dengan sengit dan keras.?’” Kemudian kata ini berkembang meluas pertama
kalinya pada zaman Revolusi Prancis menjadi le terreur atau terrere yang
dipergunakan ketika adanya kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal
banyak orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah sehingga
terorisme tersebut dapat diartikan sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi
brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan-alasan-tertentu. Makna terorisme
kemudian mengalami pergeseran yang semula adalah perbuatan yang dilakukan
oleh penguasa otoriter dengan alasan politik menjadi kategori crime against state
dan crime against humanity yang mengakibatkan korban masyarakat suatu
pemerintahan sehingga cita-cita politik maupun religius pelaku teror tersebut
tercapai, Menurut Henry Campbell Black, terorisme digunakan dengan maksud:
a. Mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil,
b. Mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
atau
c. Mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang
dalam pemerintahaan dengan cara penculikan dan pembunuhan.
Sedangkan dalam Webster’s New World Dictionary terorisme lebih
menekankan alasan politik dikarenakan definisi arti terorisme itu sendiri sebagai
berikut “the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and
subjugate especially such use as-political weapon or policy“.?® Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris, yang

27 http:crimemuseum.org/library/terorrism/originsOfTheTermTerrorism.html, diakses tanggal 26
desember 2019.
28 yourdictionary.com/terrorism, diakses 26 desember 2019.
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artinya ialah “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakukan dalam usaha
mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)“.

Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani
perseorangan (crime against conscience) dikarenakan pemilihan penyerangan
secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat.
Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (asymmetric
warfare). Berbeda dengan perang secara tradisional dimana kekuatan militer dan
sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan

tekanan psikologis.?

2. Klasifikasi Terorisme
Terorisme memiliki klasifikasi karakteristik mirip dengan kejahatan lainnya,
hanya tujuan dan motivasi tindakan tersebut berbeda. Menurut USA army training
and Doctrine Command, terdapat beberapa katergori yang membedakan mengenai
motivasi yang umum digunakan sebagai alasan terorisme oleh suatu gerakan

tertentu, antaranya:*°

a. Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok
melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau
kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan

etnosentrisme pelaku.
b. Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan,

serta karakteristik sosial.

29 Petrus Reinhard Golose 1,0p.cit., him 12,
30 Us Army TRADOC, 2007, Military Guide to Terrorism, US TRADOC, Kansas, him
11-5, URL.: fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf, diakses tanggal 25 desember 2019.
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c. Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap
suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat
dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk
membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk
bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham
nasional yang sama.

d. Revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan
atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang
baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.

Selanjutnya Hoffman mengidentifikasikan enam motivasi terorisme yang
berkembang sampai dengan sekarang, yaitu : 3!

1. Nasionalis-Separatis sebagai motivasi kelompok separatis dan gerakan
otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya. Aktivitas
kelompok ini secara umum ialah tindakan-tindakan yang anti terhadap
pemerintah maupun penyerangan terhadap keamanan area.

2. Religius sebagai motivasi kelompok ekstrim fundamental (sebagai contoh
ialah ekstrimis Sikh di India, Macan Tamil di Srilanka, dan lain-lain) yang
melakukan serangan terhadap rakyat sipil baik berupa bom bunuh diri
maupun kekerasan brutal.

3. Ideologi sebagai motivasi kelompol politik sayap kanan dan sayap Kiri di
suatu pemerintahan (sebagai contoh ialah gerakan fasis di Jerman dan

Italia khususnya pada zaman Perang Dunia kedua) yang melakukan

31 Petrus Reinhard Golose Il,0p.cit., him 12.
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propaganda kebencian (hate crime), anti terhadap imigran maupun ras

yang dianggap rendah.

4. Isu-isu utama (single issue) sebagai motivasi kelompok pemerhati
lingkungan maupun makhluk hidup dengan aktivitas sabotase dan
ancaman semata terhadap objek-objek vital.

5. Sponsor suatu negara sebagai motivasi kelompok yang tertekan oleh
sebuah rezim pemerintahan dengan cara sabotase dan. penyerangan
menggunakan kekerasan.

6. Keterbelakangan mental bagi penderita sakit jiwa yang tidak memiliki akal
yang sehat sehingga dapat melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak
jelas.

Motivasi-motivasi tersebut memiliki perbedaan mengenai waktu atau
zaman dilakukannya tindakan tersebut. Saat ini kebanyakan terorisme dimotivasi
oleh ideologi religius kepercayaan suatu kelompok. Kemudian terdapat beberapa
karakteristik gerakan kelompok terorisme yang diketahui secara umum. Menurut
Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme dapat dibagi menjadi empat, yaitu : *

a) Karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, rekrutmen
anggota, pendanaan organisasi, dan hubungan internasional “maupun
nasional.

b) Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, kolusi, dan

strategi.

%2 Loudewijk F. Paulus, Terorisme, URL: http:// ditpolkom. bappenas. go. id/ basedir/ Politik_
Luar_ Negeri / Indonesia_ dan_ isu_global /Terorisme/Terorisme.pdf, diakses tanggal 26
desember 2019.
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c) Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan
membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup demi ideologi.

d) Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan individu
maupun kelompok, pengalaman perorangan di bidang teknologi,
persenjataan, perlengkapan, transportasi, serta pendukung operasi.
Beberapa organisasi terorisme yang baru muncul sekarang cenderung

menggunakan Karakteristik-karakterstik di atas sebagai organisasi yang terpisah
atau mengkhususkan satu karakter saja (cell method), sehingga organisasi tersebut
lebih fokus dan profesional dibandingkan suatu organisasi yang memiliki semua
karakter.

Penulis merangkum secara umum sesuai-dengan pendapat-pendapat para
ahli di atas mengenai apakah suatu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan
sebagai tindakan terorisme atau tidak. Secara garis besar terorisme memiliki
kriteria dimana tindakana tersebut terencana dan terukur, dengan menggunakan
kekerasan secara tidak sah  terhadap kalangan non-combatant yang dapat
menimbul keresahan, ketakutan, serta ketidakamanan, tanpa mengindahkan norma

atau hukum perang yang ada.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadangkadang juga
delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara

Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.
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Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber
pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu
strafbaar feit.>® Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli
hukum pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa

yang melakukannya.®*

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat
dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah
rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau
tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang,
perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut
mala in se. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat
perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena

33 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Jakarta: Mitra
Wacana Media tahun 2014. him192
34 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2015. him 98
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undang-undang merumuskannya sebagai delik perbuatan-perbuatan ini dianggap
sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam
dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala
prohibita (malum prohibitum crimes).®®

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana
materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik
beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan
pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang
dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang
tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP
tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidanan
yang perumusanya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini
baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya
akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan
delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran
terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan
pencurian, penipuan, dan pembunuhan, sedangkan delik komisi adalah delik yang
berupa pelanggaran  terhadap - perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang
diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti

yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan atas

35 Mahrus Ali, Ibid, h.37
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tindak pidana kesengajaan (delikdolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus
adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya tindak pidana
pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik culpa adalah delik-delik
yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan
seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak
pidana berganda. Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu
kali perbuatan delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali
perbuatan, penipuan dan pembunuhan. Yang kedua adalah delik yang untuk
kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti
Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik
penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus
menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud
dengan tindak pidana terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri,
bahwa perbuatan yang dirampas kemerdekaanya itu belum dilepas, maka selama
itu pula delik itu masih berlangsung terus menerus. Sedangkan yang dimaksud
tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang
memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus
seperti pencutrian dan pembunuhan.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik
aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

pengaduan daripihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam
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dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah
delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk
penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310
KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan
keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.
Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk
penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Kemudian, Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik
yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling
sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362
KUHP tentang Pencurian. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak
pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat,
sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363dan 365
KUHP yang merupakan betuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362
KUHP.3®
3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya
tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-
undanagan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan
sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau Syarat yang

menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat

36 Mahrus Ali, Ibid, h.37
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dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-
unsur yang ada dalam tindak pidana.®” Unsur Tindak Pidana Menurut Para ahli:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (Strafbaar feit) adalah:
perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan). Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) melawan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) oleh
yang orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatoaar person). Simons
juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak
pidana (strafbaar feit).

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah
tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum). Aan schuld te wijten (telah
dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja), dan stafbaar (dapat
dihukum).

Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana buku 11 KUHP memuat
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok
kejahatan, dan buku 11 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu
disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan
walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan
dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak
dicantumkan. Sama- sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan
bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain

baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus

$7pusat Hukum, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”, Blog Pusat Hukum.
http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1
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untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam
KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

a. Unsur tingkah laku.

b. Unsur melawan hukum.

c. Unsur kesalahan.

d. Unsur akibat konstitutif.

e. Unsur keadaan yang menyertai.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

I. Unsur objek hukum tindak pidana.

J. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur
objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan
hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam
mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum
objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada
Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah
berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif
misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasatan

(afpersing, 368), pengancaman (afdereiging, 369) di mana disebutkan maksud
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untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga
unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang
bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain

yang ada dalam kekuasaann yaitu merupakan celaan masyarakat.
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